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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 23 TAHUN 20617

TENT.ANG:

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TUAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

d.

WALIKOTA TUAL,

bahwa delam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksimalkan peran dan tanggung jawab
dalam pelaksanaan btugas dan pekerjaan serta pemberian
motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimnal,
maka perlt disusun wuraian tugas dan jabatan secara
sisternatis dan terpadu;

hahwa unituk mepindak lanjut  ketentuan Pasal 19
Peraturan Dacrah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu uraian
tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan togas
organisasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud
dalam huruf a dan hurufb d atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Taal.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 1957 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Swatantra Tingkat I dalamn
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1938 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanzan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 31  Tahun 2007  tentang
Pembentukan Kota Tual & Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4747);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Repubhk Indonesia Negara
Nomaor S038B);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republie Indoneésia Nomor 5587) sehagaimana
telsh  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tshun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomer 4015) sebagaimana. telah
diubah deéngan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan Aiss Peraturan Pemerintah
Nomor §7 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192);

Peraturan Pemcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negen Sipidl Republik Indonesia
Dalam Jabatan Struktural [Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4018) sebagaimang teluh
diubahi  dengan Peraturan Pemerintah  Nomeor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembarsn Negara
Republik Indonesia Nomor 4194}

11.Peraturan Pemerintah Nomeor 9 Tahun 2003 tentang

14,

13.

‘Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesta Nomor 4263}

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Fembinaan dan Pengaweasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerabh  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
MNegara Republik [ndonesia Nomor 4593);

Peraturann Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Mmdonesia Nomor S887);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tshun 2015 Nomor 2035);

15, Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual
{Lembaran Daerah Xota Tua! Tahun 2016 Nomor &8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TERPADU SATU PNTU KOTA TUAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
Walikote, Tual adalah Walikota Tual;

Wakil Walikoia adalah Waldl Walikota Tual;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;

Dinas Daerah adalah Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu
Sata Pmtv Kota Tual

7. Perangkat Dacrah adalah organisasi pada Pemerinfah Daerah yang
bertanggung jawab: kepada ‘Wahkola dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dar. Sekretariat Daerah, Sekretanat DPRD,
Dhnas Daerah, dan Lembaga Teknis Dacrah;

&, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuinya disingkat UPTD, adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional danjatau kegiatan tcknis penunjang tertentu;

9, Jabatan Struktural adaleh kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawal negeri siptl dalam
rangka memimpin suatu safuan organisass:,

N

10. Jabalan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab,
wewenange dan hak seorang Pegowai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi ysng dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
danfatan keterampilan tertentu serta bersifat mandirs;

11.Pelaksana adalah jabatan i luar jabatan struktural maupun jabatan
fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
sebagian tugas pada jabatan struktural;

12, Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang
Pegawal Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan,

13. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah cleh Pemermtah
kepada dacrah otonom dalam kerangka DNegara Kesatuan Republik
Indonesia;
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14, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah

15.
16.

17.

(1)

(@

danfatau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
danjatau Desa serta Dart Pemerintah Kabupaten/Kota kepadse Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu;

Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaan:

Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarican sifat atau pelaksaannya;

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincign atas semua tugas jabatan

vang Imerupakan tugas pokok yang dilakukan cleh pemegang jabatan
dalam memproses bahan kerja menjadi hasi] kerja dalam kondisi tertentu.

BAB 11
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama
SUSUNAN ORAGNISASI

Pagal 2

Susunan Organisasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu =atu
pinty Kota Tual, terdiri dari

a Kepela Dinas.
b Sekretarist, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2, SBub Begian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangsn,
c Bidang Ketenugakerjean, lerdin dar:
1. 8eksi Hubungan Industrial;
2.5eksi Pembinaan dan Penempatan Naker,
3.5eksi Pelatihan dan Produktifitas Naker.
d. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
1.8eksi Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Seksl Pengendalian dan Pengawasan Investasi
3. Seksi Analisa Potensi.
¢ Bidang Perizinan Umum dan Perizinan Tertentu, terdiri dasi :
1. Seksi Perizinan Umun
2. Beksi Perizinan Tertenty,
3. Seksi Teknis dan Pengendalian Obyek Izin,
f. Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan, terdiri dari:
1. Selrsi Dokumentasi dan Pelaporan;
2. Seksi Pengendalian Informasi Perizinan;
3. Seksi Pengaduan.
Unit Pelaksana teknis Badan (UPTD.

(3} Kelormpok Jabatan Fungsional.




Baﬁan Kecdua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pagal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kota Tual
merupakan unsur pelaksana otcnomi daerah pemerintah Kota & bidang
bidang penansman medal dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta bidang
tenaga kerja, dipimpin oleh seocrang kepala dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawabh kepada Walikota metalul Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas membantu Walikota delam melaksanakan sebagian tugas umum
Pemerintahan dan Pembangunan di bidang penanaman madal dan unit
pelayanan ferpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja.

'F_a.sal. S

Untuk menyelenggarakan tugas ssbagaimana dimeaksud pada Pasel 4, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyslenggarakan

fungsi: _

a. Perumusan kebijakan dan pelaksanean teknis & bidang penanaman modal
dan unit pelayanan terpadu satu pinta serta bidang tenaga kerja;

b Menyelenggaraken -urusan pemerintahan dan peleksanaan pelayanan
umun di bidang bidang penenaman modal dan unit pelayanan terpadu
gatu pintu serta- bidang tenaga kerja berdasarkan Peraturan Perundang-
Undengan; '

¢, Pembinaan dan pelaksanaan teknis d bidang bldang penanaman maodal
dan unit pelayanan terpadu satu pinty serta bidang tenaga kerja;

d Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas,

{. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di
bidang bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pimtu
serta bidang tenaga kerja

Bagian Ketiga
KEPALA DINAS

Pasal 6

Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:

a Merumuskan kebijalan tekmis di bhidang penanaman modal dan unit
pelayanan terpadu sabu pintu serta bidang tenaga kerja;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kota Tual 4 bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint;

¢ Pengadaan dan penyelenggaraan bahan pelayanan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintw;

d. Penyusunan lsngkah pelayanan prima sesuai Standar Operasional
Prosedur [SOP) sesual Standar Pelayanan Minimal {SFM);




Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan yakni’ izin usaha,
non usahs, izin penanaman modal serta zin tenaga keria /IMTA; .

Mengkoordinasikan kegiatan ketenagakerjean berupa, pelatihan  dan
produktivitas Kksrja, pembinaan “dan. penempatan tenaga kerja  serta
hubungan industrial (HI) antara pdaku usaha. dan pekerja;

Mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjan  kerja
bersama untuk perusahaan yang beroperasi di darah;

Mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, megok
kerja dan punutupan perusahaan di daerah kota;

Pelaksanaan wrusan tata usaba dam rumah tangga;

Membina Pegawai dilingkungan Dinas Penanamean Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Merumuskan sasaran program garls  besar kebijkan pengelolaan
pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Setu Pintu;

Merumuskan pelaksanaan pengawasan pengendalian Dinas Penanaman
Modal dan Pelgyanan Terpadu Satin Pintu,;

Menetapkan Program Kera Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Saiu Pintu;

Mengkoordinasikan pelaksanaan twgas Dinas Pepanaman Madal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengendalikan penyusuan rencema pengawasan pelaksanaan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuy

Mengadakan kerjasama pelaksanaan program. Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Saru Pintu bersama instansi Pemerintah, lembaga non
pemerintah dan masyarakat;

Melaksanakan pembinaan Pelayanan Pepanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinty

Mengendalikan pengembangan pogram kelembagaan dan peningkatan
kapasitas Pelayanan Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengendalikan penyiapan kebijakan pemerintah Kota dibidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pantu;

Mengevaluasi melaksanakan tugas Pelayanan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Pejabat Pernbina,

Meclaksanakan tugass lain yang diberikan oleh Walikota berdasarkan |
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keermnpal.
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut :

a.

b

C.

Menyelenggarakan tata usaha, administrasi umum dan kepegawaian,
keuvangan dan perencanazn kogkup & nes;

Perencanaan kegiatan kesckretariatan;

Pengelola urusan administrast kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan
pelatihan pegawas,

Pengelolaan  wrusan rumab  tangga, keprotokolam, dan ‘Thubungan
masyarakat;

&)
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Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
Penyclenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggadaan dan
kearsipan;

Pengelolaan administrasi, perlengkapan dan mengurusan pemeliharaan,
kebersihan dan keamanan kantor;

Pengkoordinasikan perencaan pembangunan, evaluasi dan  pelaporan
program,

Mengkoordinir penyusunan dan perencansail. program,

Mengkoordinir pelaksanaan unsan administrasi kepegawaian,
Mengkoordinir penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,

'Mengkoordinir penataan administrasi dan tata usaha;

Mengkoordinir penataan dan pemuakhiran system  database dan
kearsipan;

Mengkoordinir pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan informasi antara
hidang/ bagian.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpada Sata Pmntu  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang -undangan yang berlaki.

Pasal B

Urajan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagal berikut :

a. Menerima, mencatat, mengelola, mengatur, mengirim dan menyimpan
seluruh dokumen/surat masuk/surat keluar.

b. Menyampaikan lembaran disposisi yang disertakan bersama dokumen
surat masuk bagl pimpiran (Kepala Dinas).

¢. Melakukan penomoran surat keluar sesuai ketentuan Perundang-
undangan yarng berlaku.

d Mencruskan seluruh dokumen surat masuk dan keluar kepada pihak
terkait.

e Mengatur dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga Dinas meliputi
ketertiban dan keamanan, pengadaan, pemeliharaan. dan inventarisasi
perlengkapan/barang Dines, alat tubs kantor [ATK), pénggunasn
kendaraan, dan lain-lain urusan rumah tangga Dinas.

£ Membantu  Sekretaris dalam  menyelenggerakan  administrasi
kepegawaiarn Dinas, meliputi pengusulan pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaj berkala, pemindahan, cuts pemberhentian,
pensiun, penyusunan daftar unt kepangkatan, bezetting pcgawal
negeri sipil dan sumpah janji pegawai megeri sipil serta urusan
kepegawaian lainnya sesuai ketemtuan Perundang-undangan Yang
berlalay; o

g Mengatur dan mengelola penyedisan informasi dan dokumen
kepegawaian yang diperlukan delam rengka pelaksensan tugas pokok
dan fungsi Dihas;

h. Membina dan mengawasi stal bawahannya;

i Melaporkan pelaksanaan fugas secara berkala maupun sewaktu-waktu
kepada Sckretaris Dinas;

i Melaksanakan tugas lan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesual
ketentugn Perundang-undangan yang berlaku.

() Uraian Tuges Kepala Sub Bagian Perencanaan, sehagai beriloeut :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;



Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam
penyusunan tencana strategis pembangunan dibi dang Penaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Sato Pinha;

Menyiapltan rumusan kebijaken program kerja dan rencana kerja
kegiatan Dinas;

Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan ketja sama lintas
sektor

Melaksanakan koordinasisinkronisasi penyusunan rencana kegiatan
tahunan pembangutian Dinas;

Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan
bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan Kepada pirmpinan dalam
ranghka pengendalien dan pengembangan pembengunan bidang pada
Dinas:

Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan programn pembangunan;
Melakukan penyusunan laperan .akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah [LAKIP);

Melaksanakan tugas-tugas lam yang diberikan oleh Sekretaris sesual
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan-undangan
yang berlaku.

{3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut :

A

b,
.

Mercncanakan dan menyusun rencana  anggaran dan  daftar
pelaksansan anggaran Dinas;

Mengatur dan mengelola administrasi kenangan. Dinas;

Mengamr dan mengkondinasikan bendahara  pengeluaran  sesual
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Mengatur dan menyampaikan administrasi perjalanan dinas lingkup
Dinas Perencanaasn Pembangunan, Penelitian Pengermbangan dan
Penanaman Modal;

Mengatur dan mengelola penyediaan infirmas, dokumen Keuangan dan
perencanaan yang diperiukan delam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas;

Mengkoordinir pehyiapan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan
Dinas; .

Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasiken bahan-baban yeng
diperlukan dalam rangka penyusuman rencana kinerja Dinas;
Membantu Sekretaris menyusun Rencana Kinerja dan  Laporan
Akuntabilitas Kinerja Di nas;

Membina dan mengawasi staf bawahammya;

Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-wakiu
kepada Sckretaris Dinas;

Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku )

Bagian Kelima
KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKSI

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut :
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. Merencanakan operasional kerja bidang Penanaman Modal dalam rangka

Penyusunan rencana penanaman modal daerah yang berisikan tujuan,
sasaran, prioritas; strategi dan promesi daerah;

Penyusunan rencana analiga dan promosi penanaman. modal dzerah;
Pemberian analisa dan promosi kegiatan penanaman modal daerah;

Melakukan pengawasan pengembangan investasi, promosi dan investasi
daeral

Melaksanakan penyusunan proft mwestrsi daerah sesuai dengan prosedur
den peraturan yang berlaky '

Penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal daerah;

Penilaian, memantau dan membina usaha kegiatan penanaman modal
dacrah;

Melaksanakan pengawasan Penanaman Modal Dinas Pelayanan Perifinan
Terpaduy;
Mengadakan kerja sama dengan  instansi terkait dalam hal Fenanaman

Modal bersama instensi Pemenntah, lembaga non pemerintah dan
masyarakat;

Melaksanakan pembinaan Penanaman Modal;

Merumuskan kebijakan teknis di bidang analisa dan promoss;

Menyiapkan data investasi atas potensi-potensi investasi yang dimiliki oleh
daerah dalang rangka promosi dan kerjasama investasi,

Melaksanan bahan penvispan materi dalam rangka promosi investasy

Menyelenggarakan urusan penmanaman modal daerah dalam hal analisa
dan promosi;

Pembinaan dan pelaksanakan tugas di bidang analisa dan promosi,
Pembinaan dan pengembangan SDM mengenai analisa dan promosi,
Pengkajian dalam penerapan tcknokogi penanaman modal daerah;

Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai
peraturan dan prosedur yang berlalas

Melaksenakan tuges-tugas lain yang diberikan oleéh Kepala Dinas
Pelayanan perijinan Terpadu sesuai dengan kidang tugasnya berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Seksi Pramosi dan Kerjasama Investasi, sebagai
berikut :

e Menvusun rencana Kegistan dalm melakukan pengkajian Analisa
Potensi dan Bidang Promosi Dinas Pelayanan Perijinan Terpaduw;

Penyusunan rencana analisa dan promosi penanaman modal daerah;
Permnberian analisa dan promosi kegiatan penanaman. modal daerah;
Merumuskan kebijakan telenis di bidang analisa dan promosi;
Menyiapken data investasi atas potensi-potensi investasi yang cimiliki
oleh daerah dalang rangka promosi dan kerjasama investasi;
Melaksanan bahan penyiapan ‘materi dalam rangka promesi investasy

Melaksanakan kegiaten penunjang operasional dalam rangka investasi
usaha;

h. Memfasilitasi palaku usaha dalam rangka upaya kerja sammma investasi;

PR
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Mengkaji, merencanakan dan merumuskan sistermn promosi penaneaman
modzal daerah;

Membuat bahan promoesi potensi daerah dalam bentuk media cetak
antara lain deftar pecluang usaha, brosur, pamphlet maupun dalam
media elektronik antara l\in  fikm  video, slide, CD-Rom, dan
multimediaf situs web, _

Melaksanakan kegiatan promosi penanaman meodal di dalam negeri dan
lLar negeri;

Melaksanakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasarma
dengan duma-usaha di bidang penanaman modal;

Melaksanakan  koordinasi dengan  instansi  terkait, lembaga
kemasyarakatan yang ada ksitarmya dengan pelaksanaan penanaman
modal; _

Melaksanakan fasilitas kerjasama investasi dengan investor baik dari
luar maupun dalam npegeri yang ingin menanamkan modalnya;
Mengevaluasi kegiatan promosi investasi luar negeri dan dalam negeri;
Menyelenggarakan urusan penanaman modal daerah dalam hal analisa
dan promosy

Pembinaan dan pelaksanakan tuges di bidang analisa dan promoei;
Pembinaan dan pengembangan SDM mengenai promoei guna kerjasama
inveatasi daerah;

Pengksjian dalam penerapan teknologi penanaman modal dacrak;

Meleksanakan tugas-tugas lain yeng diberikan oleh Xepala Bidang
Penanaman Modal sesual dengan bidang tugesnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang kerlaku.

(2} Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Inveatas,
sebagai beriut :

a.

B

Perencanaan, merumuskan dan menctapkan pedomarn, pembinaan,
pengendalian dan pengeweasan penanamean model dalam skala daeral;

Pemantauan perkembangan pelaksanaan sehmruh pénanaman modal
yang berada di daerah;

Membina terhadap pelaksanaan seloruh penanaman maodal dalam
rangka peningkatan realisési. penanaman modgl yang berada & daeraby
Mcnyelenggarakan pengendalian dan pengawasan modal di daerah;
Membantu dalam  penyelesaian  permasalahan yang  dihadapi
perusahaan penanaman modal di daerah;

Memberikan senksi terhadap perusahaan yang melalcuken pelanggaran
atas ketentuan penanaman modal;

Memberikan rekomendasi urtuk mendapatkan insentif khusus
penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah hagi investor
barug

Mengevaluasi kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman
modal;

Melaksanakan tugas-tugas vyang dibenkan oleh Kepala Bidang
Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasniza  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{3) Uraian Tugas Kepala Seksi Analisa Potensi, sebagal benikut:

a.

Perumusan kebijpkan teknis di sub bidang Analisa Potensi penanaman
modal daerah;
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b. Melakukan identifikasi, investarisasi kompilasi, dan menganalisa
sumber daya dacrah sehagai data basc potensifpeluang investasi dan
bisnis yang memiliki prospek;

c. Memberikan informasi dam. peluang investasi melalui  bultu-bulku,
nooklet/leaflet, profil dan CD dari pofensi sumber daya daerah yang
mernilili skala proritas daerah;

d Melakukan analisis, menyimpulkan dan menganalisa sumber daya
dacrah atas data yang telah disiapkan;

e. Melakukan analisa sumber daya alam dan sumber daya lainnya vang
dijadikan potensi unggulan dan skala prioritas daerah;

f. Menganalisa terhadap -pengembanngan sarana dan  prasarana
penun jang investasi serta sector-sektor penting lainnys;

g Menganalisa bidang-bidang usaha tertutup dan terbuke serta dengan
syaral kemitraan;

h Menganalisa atas peraturan-pevaturan dan insentif yang berhubungan
dengan pengembangan investasl dan. bisnis;

i Mcnganalisa potensi dan diversifikasi atas pelaksanaan mvestasi PMDN
den PMA semk awal hingga berakhirmya kegiatan usaha;

j. Menganalisa terhadap lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk

diusulkan menjadi kawasan industry terpadu, kawasan andalan
lainnya;

k. Menyusun rancangan kebijakean dan strategi Analisa Potensi atas dasar
data dan fakta yang ada;

L Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tuges staf;

m. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf so
bidang analisa potensi dalam rangka pengembangen modal;

n. Melakukan evaluasi natas pelaksanaan tugas dan menyusun rencana-
rencana kerna;

o. Melaksanakan tugas-tugas iain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penanaman Modal sesumi dengan bidang tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

Uraian Tugas Kepala Bidang Perizinan Umum dan Perizinan Tertentu, sebagai

berikut:

#, Merencanakan program dan kegiatan Bilang berdasarkan tugas dan fungsi
untuk keberhasilan pelaksanaan mgas

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan di bidang
tugasnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas,

& Mengkoordinasikan penyiapan sarama dan prasarana, termasuk penylapan
sumber daya manusia dalm rangka progses pelayanan. perizinan;

d. Menyusun rencana operasional program dan kegiatan Bidang sesuai skala
pricritas berdasarkan tugas dan fungsi untuk keberhasilan pelaksanaan
tugas; _

e. Menyusun Rencana Strategi dan Rencana Tahunan LAKIP, AKIP, Anjab,
ABK, dibidang tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinar;

. Mengkoordinasika proses pelayanan perizinan umum dan perizinan

tertentu berupa perizinan usaha dan non usaha termasuk izin penanaman
modal serta izin tenaga kerja/IMTA;

11



(1)

Menyelenggarakan proses penzinan umum dan perizinan tertentu berupa
perizinan usaha dan non usaba termasuk zin penanaman modal serta izin
tenaga kerja/IMTA;

Menyelenggarakan proses perizinan umum. dan perizinan tertentu mulai

dari pemprosesan izin, verifikasi keabsahan berkas pemohon, peninjauen
lapangan, pembuatan berita acara peninjauan lapangan, penetapan
penolakan atau persetujuan perizinan sampai tahap penerbitan dokumen
perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuann yang berlaky;

Menetapkan dan menandatangani besaran biaya pajak/retribusi atas
penerhitan izin sesual peraturan perundangan yang berlaku;
Melaksanakan kocordinasi dengan Twn Teknis dan atan instansi terkait

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlalu  untuk  menunjang
pelaksanasan tugas,

Mengkoordinasika singkronisasi proses pelayanan perzinan  secara
elektronik dengan sistem aplikasi perizinan terpady;

Memberikan sosielsasi kepada palaim usaha tentang mekanisme dan

prosedur pelayanan perizinan sesua Standar Opersional Prosedur (SOP)
yang tejah ditetaplean;

Memherikan pelayanan dan informasi operasional program dan kegiatan
sesual hidang tugashya dengan pesetujuan atasan kepada unit kerja/
SKPD finstansi maupun pibak terkait lainnyn dalam rangka kordinasi,
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan, mengawasi dan.
mengendalikan pelaksanaan  tugas, memeriksa -dan mengendalikan
palaksansan tugas, memeriksa dan menyempurmekan hasil pelaksanaan
serta metubina dan menilai prestasi kerja bawahan sesusl landasan
operational pelaksanaan tugas untuk keberhasilan pelaksanaan tuges,

Memberikan samn dan pertimbangan kepada atasan s$esuai bidang
tugasnye sebagai bahan pengambilan keputusan;

Melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada  atasan  schagal
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas:

Melaksanakan tuges kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang
tugasnya.

Pesal 12

Uraian Tugas Kepala S8eksi Perizinan umum, scbagai berikut:

a Melaksanakan penyusunan perencanaan program. pelayanan perizinan

b. Menyiapkan sarana dan prasarana proses pelayanan perizinan tertentu;

c. Menyusun kegiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan
dan perpanjangan perizinan tertentu;

d  Melaksanakan kegiatan operasional progrem pelayanan perizinan

nmun;

Menerima berkas permchonan dari pemohon. izin umurm,

Melaksanakan verifi kasi berkas permohonan deri pemchon izin umum;

Memproses permohonan izin umum yakri perizinan non usaha;

Menyerahkan dokumen perizinan umum Kkepada pemohon  yang
menga jukan;

Melaksanakan proses pelayanan langsung perizinan umum kepada
pelaku usaha di tempat usaha;

S R

[

j. Mensingkomasikan proses peclayanan perzinan sccara  €lektronik

dengan sistem aplikasi perizinan terpadu,
12



(2

Melaksanakan koordinasi Tim Perizinan/Tim Kerja Teknis dalam
melaksanakan tugas perizinan dan menyusun jadwal waktu
pelaksanaan ke lokasiflapangan; .

Melakukan pemeriksaan teknis di lapangan bersama Tim Kerja Telmis
dalam memberikan rekomendasi mengenai pencrimaaan dan penolakan
permohonan perizi narn;

Pengawasan dan pengendalian pemberian layanan serta penelitian /[
mengoreksi berkas pemohon pelayanan umum dan perizinan lainnys;
Menyampsikan besaran biaya perizinan dan membantu Kepala Sub
Bagian melakukan koordimasi dengan pembinaan dan fasilitasi
perizinan mum;

Mempersiapkan Pengembangan mangjemen sistem informasi  dan
pengelolaan jénis-jenis perizinan urmuarn;

Mempelajari dan menelaah peramuran perundang-undangan sebagai
pedoman dalam melaksanakan. tugas;

Melaksanakan pelayanan dan informasi program dan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dengan  persetujuan  afasan  kepada  unit
kerja/SKPD /instansi maupun. phak terkait lainnya dalam rangka
koordinasi, sinkronisasi dan barmonisasi pelaksanaan tugas;

Membina dan mengawasi pegawai satf bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan. tugas secara berkala maupun sewakiu-
waktu kepada Kepala Kantor melahii Kepala Sub Bagiam

Melaksanakan tuges lain wang diberikan oleh Kepale Bideng sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berleku.

Uraian Tugas Kepala Scksi Perizinan Tertentu, sebagai berikut:

a.

b.

Melaksanakan penyusunan perencanaan program. pelayanan umum
dan perizinan tertentun;

Melaksanakan kegiatan operasional program pelayanan umum
perizinan tertentu ;

Menyiapkan sarena dan presarane proses pelayanan perizinan terteniu
Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan
dan perpafnjangan perizinan terteoiu;

Melaksanakan verifikasi berkas permchonan dari pemchon iz
tertent,

Memproses permohonan Zin tertentu yakni perizinan usaha, iZin
penanaman medal serta zin tenaga kerja;

Menyerahkan dokumen -perizinan umum kepada pemohon vang
menga jukar;

Melaksenakan proses pelayanan langsung perizinan umum kepada
pelaku usaha d tempat usaha; _
Mensingkomnasikan proses peclayanan perzinan secara elektronik
dengan sistemn aplikasi perizinan terpadu;

Menyampaikan besaran biaya pajik/retribusi atas penerbitan  izin
tertuntu;

Memantaln dan mengevaloasi proses  pelayanan  penerbiatan  izin
tertentu;

Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman dalam meilaksanakan wgas; _
Pengawasan dan pengendalian pemberian layanan serta penelitian /
mengoreksi berkas pemohon pelayanan umum dan perizinan tertenty
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Menyampaikan besaran biaya perizinan dan Membantu Kepala Bidang
melakukan koordinasi dengan pembinean dan fasilitasi perizinan
tertenty;

Mempersiapkan Pengembangan manajemen sistem informasi dan
pengelolaan jenis-jenis perizinan terentu;

Melaksanakan pelayanan dan informasi program dan kegatan sesual
bidang tugasnya dengan persetujuan atasan kepada  unit
kerja/SKPD/instansi maupun pihak terkait lainnya dalam rangka
koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

Membina dan mengawasi pegawal satf bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;

Melaksanakan tugss lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Teknis dan Pengendalian Obyek Perizinan,
sebagai berikut: .

o

b

Melaksanakan penyusunan perencanaan program Operasional Tim
Teknis dan Pengendalian obyek usaha;

Melaksanakan verifikasi lapangan atas penerbitan izin yang telah
diterbitkan bersama Tin Teknis Perizinan;

Melaksanakan pendataan atas obyek pelaku usa yang belum milila izing
Melaksanakan pembinaan kepada pelakusa usaha yang belam mimiliki
Menyiapkan pelaksanaan tugas operasional Tim Perizinan,/Tim Kerja
Teknis dalam melaksanakan tugas perizinan dan menyusun jadwal
waktu pelaksanaan ke lokasiflapangan;

Mempelajari dan menelazh peraturan perundang-undangan scbagai
pedoman dalam melaksanaken tugas;

Pengawasan dan pengendalian pemberian layanan serta penelitian /
mengoreksi berkas pemohon pelayanan umum dan perizinan tertenfiy,
Menyampaikan besaran biaya perizinan dan Membantu Kepala Bidang
melakukan koordinasi dengan pembinsan dan {esilitasi perizinan
tertentu;

Mempersiapkan Pengembangan manajemen sistem informasi dan
pengelolaan jenis-jenis perizinan terentiy

Melaksanakan pelayanan dan informasi program dan kegiatan sesua
bidang  tugasnya dengan  persetujuan  atessn  kepada  unit
kerja/SKPD/instansi maupun pihak terkait lainnya dalam rangka
koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

Membina dan mengawasi pegawai satf bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tuges secara berkala maupun sewaktu-
wakiu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Ketenaga Kerja, sebagai berikut :

a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang berdasarkan tugas dan fungs
untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangen di bidang
fugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
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¢ Menyusun rencana operasional program dan kegiatan Bidangt sesuai slala
prioritas berdasarkan (ugas dan fungsi untuk keberhasilan pelaksanaan
tugas;

d Menyusun Rencana Strategi dan Rencana Tahunan LAKIP, AKIP, Anjab,

ABK, dibidang tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan prmpinan;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompotensi (PBK};

Memverifikasi informast regulasi bidang pelatthan kerja yang akan

disebarluaskan kepada lembage pelatihan kerja swasts]

g Memimpin peningkatan Kkompotensi sumber daya manusia lembaga
pelatihan kerja swasta;

h. Memberikan tanda daftar lembaga pelatihamn;

L

I

o

Mongkonsultasikan produklivitas pada perusahan kecil;
Melakukan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupten/kota;

k Melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota;

1  Memverifikasi pemberian izin kepartta lembaga penempatan ienaga kerj
swasla;

m Menkoordinasikan pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam
daerah kabupaten/kots;

n Mempromosikan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanismc
pekerja ke huar negeri kepada masyarakat;

o. Pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI};
Pelayanan dem verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan caion TKI
ke luar negeri

Pelayanan penandatangan perjanjian ker_ﬁ;

Penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatarn;

Pelayanan pemulangan dan kepulangan TKT

Melalcukan pemberdayaan TKI;

Memverifikasi dolkumen peraturan perusahaan dan perjanjian  kerja
bersama dengan ruang lingkup opersional daerah kabupaten/kota;

v. Memberikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah
ka bupaten/kota;

w. Mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan
dengan ruang lingkup operasioan daerah kabupaten/kota;

x. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisiban & perusahaan;

y. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama
Bipartit di perusahaan;

z Melakukan mediasi terhadap potensi dann mediasi persclisthan &
perusahaan, mogok keria dan penutupan perusahaan;

aa Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas, memeriksa dan mengendalikan
pelaksanaan tugas, memeriksa dan menyempurnakan hasil pelaksanaan
tugas serta membina dan menilal prestasi kerja bawahan sesnal iandasan
operational pelaksanaan tugas unfuk lkeberhasilan pelaksataan tugas;

bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scsuai bidang
tugasnya sebagal bahan pengambilan keputusan;

ce. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas kepada  atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

dd. Melaksanakan tugas kedinasan kin yang diberikan atasan sesuai bidang
tagasnya.

=

g mponp
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Pasal 14

(1) Uraian Tugas Seksi Hubungan Industrial, sebagai berikut :

(2)

a

=1

Melaksana program dan kegiatan seksi berdasarkan tugas dan fungsi
untuk keberhasilan pelaksenaan. nugas;

Menynsun penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan
pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama;
Menyviapkan bahan dalam  rangke membentuk  kelembagaan
diperusshaan melalai PX, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bripartit;
Membuat konsep pedaftaran perjanjian kerja. bersama kabupaten/Kota;
Menyiapkan sumher dayn manusia yang memahami pencegahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan indusgtrial,

Melaksanakan pemantanan, evahasi dan pelaporan pencegahan dan
penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial, mogek kerja dan
penutuparn perusanaan.

Uraian Tugas Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, sebagai
berikut:

&,

b.

Melaksana progrem dan kegiatan seksi berdasarkan tugas dan fungsi

untuls keberhasilan pelaksanaan tugas;

Penyidiaan sumber daya manusia untuk jembatan pengantar kerja dan
petugas antar kerju  serta  perluasan  kesempatan kerja.  kepada
masyarakat,

Petiyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kera
penyuluhan dan bimbingan;

nformasi pasar kerja, penyusunan dan bimbingan jabatan, dan
perantara kerja serta perluasan kesempatan kerja kepadan mesyarakat;
Membuat rencana kerja tentang peraturan kerja dalam pelayanan kerja.
dan perluasan kesempatan kerja;

Menyusun rencana Pemantaven dan Evaluasi Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta;

Penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar
kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja,

Penyiapan sarana dan prasarane untuk pelaksanaan pemberian
informasi pasar kerja kepada pencari ketja dan pemberi kerje;
Pemantauan dan Evaluasi hasil pelaksanaan i fformasi pasar kerja
kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

Penyiapan sumber daya manusia terkait penyeberluasan informasi
syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepade masyarakat;

Penyiapan sarana dan prasrana penyebarluasan mnformasi. syarat dan
mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat,
Pementauan dan Evaluasi pelaksanakan penyebarluasan

infiormasisyarat  dan  mekanisme - bekerja. ke luar negeri kepada
masyarakat;

Penyiapan sumber daya manusia berksit penyebarluasan informasi
syarat dan mekanisme bekerja ke haar negeri kepada masyarakat,

Menyusun kesiapan sarana dan prasaranapenyebarluasan informasi
syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

Memantay dan Evaluast pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat
dan mekanisme bekerja ke lar negeri kepada masyarakat;

Penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan
dokumen ketenagakerjaan Calon TEl ke har negery;
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Z

Pemantauan dan  Evahiasi pelaksanaan pelayanan  kelengkapan
Dokumcn ketenagakerjaan Calon TKI ke ar negetd;

Penyiapan sumber daya mapusia terlait pelayanan penandatenganan
perfanjian kerja;

Penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian
permasalahan TKI pra dan purma. penempatan;

Penyiapan sarana dan -prasarana untuk melakukan penyelesaian
permasalaharn TKI pra dan purna penempatan; .

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahian TKI
pra dan purna penempatan seta pemantauan dan evaluasi kinerja
lernbaga penemaptan TKE

Menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan
pelayenan pemulangan dan epulangan TKL

Penyiapan Saransa dan prasarana pelayanan pemulangan  dan
keputangan TKI,

Memantau dan Mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangsn
TKI;

Menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
Menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purne;

aa. Memantau dan mengevalaasi pemberdayaan TKI purna;
bb. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjang IMTA.

Uraian Tugas Seksi Pelatiban dan Produiktifitas Tenaga Kerja, sebagal
berikut:

a.

oWt @ R T

-

Melaksana program dan kegiatan seksi berdasarkan tugas dan fungsi
untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;

Menyiapkan Pelaksanaan analisis kebunihan Pelatihan;

Menyiapkan Pmogran Pelatihan;

Menyiapkan Sarana dan Prasarana;

Menyiapkan Instruktur dan Tenaga Pelatihan;

Menyiapkan Calon Peserta Pelatihan Kerja;

Membuat Konsep Pemantanan dan evaluasi Pelalcsaan Pelatihan Kerja;
Mengumpulkan Bahan Informasi repulasi Bidang pelatihan kerja yang
akan disebarluaskan;

Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja
kepada lemnbaga pelatihan swasta;

Menganalisa kebutuban pelatiban kerp bagl sumber daya manusia
lembaga pelatihan kerja swasta; '

Merancang kesiapan materi pelathan;

Memimpian kegiatan pemantaxan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja
swasta;

Mengumpulkan bahan verifikasi mformasi regulasi bidang pelatihan
kerja yang akan discbarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja
swasta;

Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin
Lembepga Pelatihan Kerja Swasta;

Menyusun kesidpan sarama dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan
Keria Swasta;

Menentukan pemberian tanda daftar lembaga Pelatihan Kerja
Pemerintah dan lembaga Pelantihan diperusahaan,

v




q Penyeipan promosi peningkatan Produktivitas;
Menyiapakan sumber daya manusia Hdang kensultansi produktivitas;

a

s. Penyiapan alat, teknik, metode peningkatan.  dan  pengukuran
produkiivitas;

t. Pemantauan {surveliance] peninghkatan preduktivitas;

u. Penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;

v. Penyigpan data dan metode pengikuran produktivitas;

w. Merencanakan Pemantauan (surveilance) tingkat Produktivitas;

% Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesual bidang

tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan;
y. Meclaporkan hasil pelaksanaan rmgas kepada atasan  sebagai
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasn:ra.

Pasal 16
Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi, Dukumentasi dan Pengaduan, sebagai
berikut: :
s Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non

b.

Pernzinan,

Menerima permchonan pelayapan perizinan dan non  perizinan dan
mengecek kelengkapan administrasi ;

Mengontro! penyelesaian dokumen dan penyerahan dokumen kepada
permchon;

Perumusan kebijakan teknis dibidang informesi dan bma hubungan
masyarakat.

Pengumpulan dan pengolahan data menjadi informast ;
Pengembangan sistim dan aplikasi reknologi informasi
Pelayanan informasi dan pengaduan;

Pelaksanaan Survey Kepuasan pelanggan;

Melaksanakuann dokumentasi Kegiatan pelayanarn,
Melaksanakan Evaluasi dan monitoring Pelayanan Perizinar,
Melaksanakan Pelaporan kegiatan Pelayanan dan pengaduan;
Membagj tugas dann memberi petunjuk kepada bawahan;
Memberikan samn dan pertimbangan Kepada atasan;
Melaksanakan tugas Jain yang diberkan Atasan.

Pasal 17

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian Informatika Perizinan, sebagai

berikuit : '

a. Meclaksanakan layanan informasi perizinan yeng meliputi mekanisme,
prosedur,  biaya dan wakiu perizinan, diterima atau ditolaknya
perizinan serta dokumen perizinan. dan. ketentuan yang herlaku agar
terciptanya kepuasan pelanggan,

b Mengendalian sistem informasi manajemen elektronik perizinan secara
jangsung berupa SPIPISE atau sejenisriya. :

¢ Melakukan publikasi kepada mayarkaat atas layanan-layanan perizinan
yang dilalkukan oleh Dinas Penanaman Medal dan Perizinan Terpadu
Gatr Pintu balk secara elektronik. '
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(2]

g

h.

Meclaksanakan laporan layanan lamsung secara ¢lckironik atas proses
perizima.n dan pengaduan.

Mempcrszapkan Pengembangan manajemen sistern informasi dan
manajemen perizinan dan non penzinar

Membina dan mengawasi pegawai staf bawahannya;

Melaporkan hasil peluksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
wakty kepada Kepala Kantor;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas Kepala Seksi Dokumentasi dan Pelaporan, sebagal berikut :

a.

b

&)

g
h
L

J

Merencanakan Operasional Program dan Kegiztan Sub Bidang uriuk
keberhasilan pelaksanaan tugas;

Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan dibidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Meyampaikan informasi secara wrwilis maupun lisana kepada pelaku
usaha yatg membutuhkan;

Melakukan publikasi kepada mayarkaat atas layanan-lay7anan perizinan
yang dilakukan oieh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu baik secara elektrontk maupun naon elektronik;

Menghimpun, mengolh dan  menpganalisa dan  menyajikan  data
perizinan dan non perizinan sesuad prosedur dan Kefentuan yang
berlalay; '

Melakukan pendokumentasian data dan pelaporan untuk keberhasilan
pelaksanaan tugas;

Melakukan monitoring dan evaluasi Perizinan dan perizinan;
Melaksanakan pendataan terhadap win maupun non. izin;
Melakukan pelaporan perizinan den perizinan secara berkala;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengadulan, sebagai berilaut:
a.Melaksanakan layanan informasi perizinan yang meliputi mekanisme,

= I

e

prosedur, biaya dan waktu perizinan, diterima afau ditolaknya
perizinan serta dokumen perizinan dan ketentuan yang berlalku agar
terciptanya kepuasan pelanggan;

Menperima, memproses dan memberikan tanggapan atas pengaduan
oleh masyarakat atas terkait pelayanan perizinan sesual prosedur dan
ketentuan vyang berlaku untuk. mcucapa.l tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan,

Menindak lanjuti laporan pengaduan yang masuk bersama-sama
Bidang terkait guna penangannya; '

Melaksanakan survey kepuasan pelanggan (IKM} untuk mengetahu
indeks kepuasan pelanggan dalam rangka penilaian pelayanan public

Evaluasi dan penyusunan laporan. pengad uan;
Mempersiapkan baban penyusunan laporan pengaduan;
Membina dan mengawasi. pegawai. staf bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada Kepala Kantor;

Mclaksanakan tugas lain yang dibetikan oleh Kepa.la Kantor sesual
ketentuan Perundang-undangan. yarg berlaku.
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BAB M
KETENTUAN PERALIHAN

" Pasal I8

(| Penjabaran Uraian Tugas Umit Pelaksana Tekms Dinas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(2} Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 37 sampai
dengan Pasal 38 Peraturan Wablota Tual Nomor 41 Tshun 2002 ientang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Koma Tual, dinyatakan tidak beriaku lag.

BaB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berladm sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota inl dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kota Tual.

- Dite tepkan.gi Tual
" ag@aj}}o\i Junruari. 2017
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